
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

NOMOR oil TAHUN 2013 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 
BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

TAHUN ANGGARAN 2012
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menlmbang a.	 bahwa untuk melaksanakan Pasal 184 ayat (I) Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala 
Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 
(enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2012; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undeng Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat 1I termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negera Yang Bersih dan Bebas dari 
Kor-upsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Repub1ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undeng Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 



5.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8.	 Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9.	 Undang-Undang Nomor 12 'Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Repuulik Indonesia Nomor 
4712); 

11.	 Per-aruran Pemerirrtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelo1aan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 
4502) scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akutansi Pemer-intahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5219); 



14.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15.	 Pcraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Ncgara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16.	 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272); 

17.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18.	 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 45851; 

19.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pernerintanan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Nemer 4592j; 

20.	 Pera.turari Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 terrtang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembara.n Negara Rcpublik lndonesia 
Nomor 4614); 

2 I.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 II 
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

22.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 08 Tahun 2007); 

23.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 23 Tahun 2012); 



24.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
26 Tahun 2011 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembat-an Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 20111; 

25.	 Peraturan Daerah Kabupa ten Lampung Selatan Nomor 17 
Tahun 2012 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampurig Se1atan Nomor 17 Tahun 2012); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
dan
 

BUPATILAMPUNGSELATAN
 

MEMUTUSKAN:
 

Menetapkan:	 PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 
ANGGARAN 2012. 

Pasal 1 

(1)	 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan 
keuangan yang memuat : 
a. laporan realisasi anggaran; 
b.	 neraca; 
c. laporan arus kas; dan 
d. catatan atas	 laporan keuangan. 

(2)	 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
mencantumkan Lampirari laporan kinerja dan ikhtisar 1aporan 
keuangan Badan Usaha Mink Daerah/ Perusahaan Daer-ah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimakaud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf a terdiri dari : 

a.	 pendapatan Rp. 1.129.151.455.299,05 
b.	 belanja Rp. 1.117.184.706.651,00 

Surplus/ defisit Rp. 11.966.748.648,05 

c. pembiayaan	 terdiri dari: 
1. penerimaan	 Rp. 85.251.543.351,22 
2. pengeluaran Rp. 7.366.730.653,00 
Pembiayaan ne tto Rp. 77.884.812.698,22 

Pasal 3 

lJraian laporan realiaasi anggaran sebagairna na dimaksud dalarn 
Pasa1 2 terdiri dari: 
a.	 selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp. 28.334.242.890,59 dengan rincian sebagai berikut : 

1. anggaran pendaparan setelah 
Pertrba.han Rp. 1.100.817.212.408,46 

2. rcalisaei RD. 1.129.151.455.299,05 
selisih Jebih/ (kurang) Rp. 28.334.242.890,59 



b.	 selisih anggaran dengan realisasi be1anja sejumlah 
(Rp.61.027.184.045,68) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaranbelanja setelah Rp. 1.178.211.890.696,68 
perubahan 

2. realisasi	 Rp. 1.117.184.706.651.00 
selisih lebih/ (kurang) Rp. (61.027.184.045,68) 

c.	 selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit 
sejumlah Rp. 89.361.426.936,27 dengan rincian se bagai 
berikut: 

1.	 surplusjdefisit setelah 
perubahan Rp. (77 .394.678.288,22) 

2.	 realisasi Rp. 11.966.748.648,05 
selisih lebih/ (kurang) Rp. 89.361.426.936,27 

d.	 selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp. 12.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. anggaran pcnerimaan pembiayaan 
setelah perubahan Rp. 85.239.543.351,22 

85.251.543.351.222. realisasi	 R.Pc-'_--"'''"''''''':'"'''::':''''='=-=-'= 
selisih Ieblh/ (kurang)	 Rp 12.000.000,00 

e.	 Selisih anggaran dengan realisasi penge1uaran pembiayaan 
sejumlah Rp.(558. 134.4 I0,00) dengan rincian sebagai berikut : 

1. anggaran penge1uaran pembiayaan 
setelah perubahan Rp. 7.924.865.063,00 

2. rea1isasi	 ~R,..p".__--,=,,,,,,"-,,,,,,,,,,,,,,,<>!.7.366.730.653,00 
selisih lebihf (kurang) Rp (558.134.410,00) 

f.	 selisih anggaran de ngan realisasi pembiayaan netto sejumlan 
Rp.570.134.41O,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pembiayaan netto sete1ah 
perubahan	 Rp. 77.314.678.288,22 

77.884.812.698,222. rea1isasi	 "Rj,p,,-,_--''-'-'~~~~'''''~~ 
seli sth lebih/(kurangj	 Rp. 570.134.410,00 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (I) huruf b per 
31 Desernber Tahun 2012 antara lain sebagai berikut : 

a. jumlah aset	 Rp.2.090.556.404.901,08 
b. jum1ah kewajiban	 Rp. 12.153.585.201,00 
c.	 jumlah ekuitas dana Rp. 2.078.402.819.700,08 



Pasal 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 

a.	 saldo awal kas per 1 Januari 
tahun 2012 Rp. 90.839.876.194,22 

b.	 arus kas dari aktivitas operasi Rp. 287.169.260.697,05 
c.	 arus kas dari aktivitas Investasi aset 

non keuangan Rp. (275.202.512.049) 
d.	 arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (7.350.180.653) 
e.	 arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. (5.314.413.690) 
f. saldo akhir kas per 31 Desember 

tahun 2012 Rp. 90.142.030.499,27 

Pasal 6 

Catatan atas laporan keuangan scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif atas pas-pas laporan keuangan. 

Pasal7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran 1 Laporan realisasi anggaran 
Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah 
dan organisasi; 

Lampiran 1.2	 Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

Lampiran 1.3	 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi,program dan Kegiatan; 

Lampiran 1.4	 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 
urusan pemerintahan daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 

Lampiran 1.5	 Daftar piutang daerah; 
Lampiran 1.6	 Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah; 
Lampiran 1.7	 Daftar realisasi penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah; 

Lampiran 1.8	 Daftar realisasi penambahan dan 
penguranga asset lainnya; 

Lampiran 1.9	 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
dise1esaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran 
berikutnya; 

Lampiran L10	 Daftar dana cadangan daerah; dan 
Lampiran 1.11	 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; 

b. Lampiran II Neraca 
Lampiran ill Laporan arus kas 

d Lampiran IV Catatan atas laporan keuangan 
c 



Pasa18 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (2) terdiri dari : 

a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.: dan 

b. Ikhtisar Laporan Kcuangan Badan Umurn Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini 

Pasa19 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 
Dacrah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ; 

Pasa110 

Peraturan Daerah irii mula! berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Dacrah Kabupatcn Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 2013 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Diundangkan di Kalianda 
padatanggal 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENT PUNG SELATAN, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR
 



Pasal8 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 
ayat (2) terdiri dan: 

a.	 laporan kirterja tercantum dalarn Larnpiran V dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.; dan 

b.	 Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Umum Milik 
DaerahfPerusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran Vl 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini 

Pasal9 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ; 

Pasall0 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 2013 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

RYCK MENOZA SZP 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATE~AMPUNG SELATAN, 

LEMBARAN DAERAH UPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR
 


